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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA
TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA
APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Adapun
tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan BKD Jawa
Tengah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara serta
menganalisa program pembnaan BKD Jateng dalam perspektif maslahat. Penelitian
ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode
pendekatan lapangan (Field Research). Hasil penelitian ini secara keseluruhan
bahwa program pembinaan yang baru berjalan dua tahun mulai menunjukkan
dampak positif dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mereduksi potensi
perselisihan yang berujung pada perp' ahan di kalangan ASN Jawa Tengah. Maka
dari hasil penurunan tersebut menat ahwa ketahanan keluarga ASN Jateng
semakm baik dlbandlngkan a8 hin erelumnya yang banyak terjadl
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ABSTRATC

My bachelor's thesis is titled "THE CENTRAL JAVA BKD FAMILY GUIDANCE
PROGRAM IN IMPROVING THE FAMILY RESILIENCE OF CIVIL
SERVANTS FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE." The objectives of this
research were to examine the implementation of the Central Java BKD's family
guidance program in enhancing the family resilience of Civil Servants and to
analyze the program from the perspective of maslahah (public good). In this study,
I used a qualitative method with a field research approach. The overall findings
indicate that the guidance program, which has only been running for two years, is
already showing a positive impact on strengthening family resilience and reducing
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MOTTO

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah
kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”.

(QS. Al-Bagarah : 152)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma

sekiranya jika merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

dan sebagia gan an 'S¢ ( an‘lagi dilambangkan dengan

Nama
dak dilambangkan
be
- i L] N
el wlli gt telysala /] e
& ‘o A, R es (dengan titik di
atas)
c Jim J je
ha (dengan titik di
h
< e ' bawah)
& Kha Kh ka dan ha
2 Dal d de
3 7al 5 zet (derf:; titik di
) Ra r er
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J Zai z zet
Sin S cs
Syin sy es dan ye
es (dengan titik di
> sad ? bawah)
) de (dengan titik di
v dad d bawah)
L ta ¢ te (dengan titik di
' ' bawah)
5 zet (dengan titik di
# ? bawah)
koma terbalik di atas
ge
R
/ \ ef
3 / ki
5 = Ja
A J
¢ ?I' ﬁ‘ em
5 \ / en
\ \\ f / we
ha
» \l g
s Hamzah . apostrof
¢ Ya y ye
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut

[ dillall ddll yvd

Huruf Latin

abungan antara

Nama

adani

.9 Fathah dan wau

au

adanu

Contoh:

- X Kataba

- J:.; fa'ala
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- & suila
- G5 kaifa

- Jy— haula

3. Maddah

Contoh:

T

- 4~ rama

- B qila

- Js&  yaqilu
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4) Ta' Marbutah
Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua yaitu:
a. Ta'Marbutah hidup
Ta'marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh
dan dammabh, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' Marbutah mati

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:
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6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J!, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

Contoh:
- U ar-rajulu
- (,J,A\ al-qalamu
A asy-syamsu
s 0 al-jalalu
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¢) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan Apostrof. Namun hal ini hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal
kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a2 °

WINEIS S u LA / uruf ditulis terpisah.

e " [ ]
Bagi kata-kata tertent --v-l"l-ﬁ!.:‘uaéﬁ@tillaELvﬁ%’:L!Lgh { Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lam ka ada huruf-atau harakat yang dihilangkan.

Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
u\-@‘jff e 5’1 &7 513 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqm/
Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin.
- bl Wie 2 AT - Bismillahi majreha wa mursaha.
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e¢) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandang

o

Contoh:

1'bila dalam tulisan
Arabnya me nang long 3 : 3 San tukan dengan kata

ka huruf kapital tidak
UNISSULA
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f) Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I
Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

baik dari segl peri] : ctaatan terhadap peraturan. Namun,

.

¥
L MONiSa ¢ f;erceraian jika tidak
\ I -..E‘b S5 :U A
dikelola dengan b "fp“bﬁ!'p '*‘EP 21 ini, P -L"'-"\ilf_-\- rovinsi Jawa Tengah

menginisiasi progbal’n—B‘KB—S'eb'agaf‘ angka

membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengetahuan, keterampilan, dan

. Program ini bertujuan

pemahaman mendalam tentang ketahanan keluarga. Dengan demikian, BKD Jateng

diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dalam rumah tangga ASN dan

!'Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 Ha Syamsul Mulhayat, M H Sh, en Penerbit Adab, Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur
Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Penerbit Adab, 2023). Hal 5.



memperkuat fondasi keluarga mereka, mewujudkan keluarga ASN yang tangguh

dan harmonis.?

Dalam upaya membangun ketahanan keluarga di kalangan ASN, Badan
Kepegawaian Daerah Jawa Tengah telah menginisiasi beberapa program strategis.
Salah satu fokus utamanya adalah memberikan pembinaan khusus kepada ASN

yang usia pernikahannya masih di bawah lima tahun. Program ini dirancang untuk

membekali pasangan muda dengan pemiahaman dan keterampilan yang dibutuhkan
| NN
1§ 1. K€l | .
itu, BKD Jat ediaka ogram m t:bagi ASN yang sedang
.l___.-'
ap / coraian j . ~ BKD Jateng

, T
A\ UNISSULA
Tahun 1990. Atur : i 3§ v;f‘ arapan age N
- - l.eJ...,ml,._a

dapat menjadi contoh

han dan keharmonisan

L "flrdlll-lll'lllrdbm-u‘=

keluarga. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga yang serasi akan mendukung
ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara secara optimal, tanpa

terganggu oleh masalah-masalah pribadi.keharmonisan.*

3 Alfiah Asa’diah en Muhsan Syarifuddin, “Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan
Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga”, Islamic
Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 9, no 1 (2025): 1-22.

4 Fitri Hidayatullah, “Peran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam upaya
mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus tahun 2017-2019” (Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim, 2020).



Karena posisinya yang istimewa, Pemerintah membuat peraturan khusus
tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan
tersebut, yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui oleh PP Nomor
45 Tahun 1990, dibuat agar ASN dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat,
termasuk dalam hal keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya aturan ini,
diharapkan ASN bisa menjalankan perannya sebagai aparatur negara dengan penuh

tanggung jawab.’

BKD memiliki _ enyusun kebijakan, program

pembinaan, serta pre dar \ fyang dapat meningkatkan

ketahanan:kel

" ), De i ; ebij akan kerja

fe ? ?9, - 2 : { _' tersebut masih

memerlukan k@ \

'&! MISSIIAA keluarga ASN.6

@“bl-al-wuh

a kasus perceraian di kalangan ASN di Jawa Tengah menuntut

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengambil tindakan nyata. BKD
memiliki peran penting dalam mengatasi dan menurunkan angka perceraian ini.

Wewenang BKD dalam hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10

5 Dominicus Herdha Pambudi, “Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kota
Yogyakarta” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023). Hal 1-2.

¢ Wahyu Bagus Oktavianto en Stephen Ramadhana Rodriguez, “Upaya Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
Lokal Melalui Kebijakan”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no 15 (2024): 719-28.



Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang
secara eksplisit mengatur bahwa setiap ASN yang berencana untuk bercerai wajib
mengajukan permohonan izin tertulis terlebih dahulu kepada atasannya. Ketentuan
ini memberikan landasan bagi BKD Jawa Tengah untuk melakukan mediasi dalam

upaya meminimalkan terjadinya perceraian di lingkungan ASN.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

program Badan Kepegawaian _..--i“aﬁ*v D) Jawa Tengah dalam meningkatkan

ketahanan keluarga Apar ur Si N).. enehtlan ini akan mengevaluasi

1 N)
efektivitas ,.,-‘-" /-'g *},%LAM I an-peraturan yang berlaku
p 4?' o

)
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7 Ahmad Zaki Muntafi, “fenomena perceraian PNS dan peran bupati Ki Enthus Susmono
dalam pencegahannya di Kabupaten Tegal” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).



1.2. Rumusan Masalah

1 Apaprogram pembinaan BKD Jawa Tengah guna meningkatkan ketahanan
keluarga Aparatur Sipil Negara?

2 Bagaimana tinjauan keberhasilan program pembinaan BKD Jawa Tengah
dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara perspektif

hukum islam?

N
1d 5

a-pemahaman dan khazanah
keilmuan terkait program BKD Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan
ketahanan keluarga ASN, serta memberikan kontribusi signifikan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan universitas. Lebih lanjut, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga
serta pedoman bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik serupa di

masa depan.



2) Manfaat Praktis

Memberikan edukasi kepada masyarakat dan meyakinkan persepsi
mereka mengenaiprogram BKD Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan
keluarga ASN, dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan peran

mengurangi perceraian ASN tersebut. Bagi Badan Kepegawaian Daerah

tkan kesadaran

ng kinerja dan
f
/i

Ibarat peta, ia menuntun peneliti untuk memahami lanskap penelitian yang telah
ada, mencegah pengulangan topik yang serupa, dan mengidentifikasi celah atau
perspektif baru yang belum dieksplorasi secara mendalam. Dengan memahami
penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat secara jelas memposisikan kontribusi
unik dari karyanya. Berikut adalah perbandingan antara penelitian yang penulis

lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya:



Pertama, skripsi Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan dari Universitas Islam
Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang meneliti peran
BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani perceraian PNS. Penelitian
kualitatif field research ini menemukan bahwa BKPSDM berperan dalam
administrasi sesuai PP Nomor 45 Tahun 1990 dan melakukan mediasi dengan

membina serta menasehati pihak yang berperkara agar tidak bercerai. Penelitian ini

/ )
. !.5 M ! ‘:ﬁ 5 !r! K. ﬂu <ecamatan Klojen, Kota
s e
]h—n—p“!
\ A
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan angka perceraian, mengelaborasi peran

gan pengamat partisipan.

BP4 dalam pencegahan, dan mengidentifikasi hambatannya. Hasilnya
menunjukkan peningkatan angka perceraian meskipun telah ada upaya mediasi,
dengan hambatan meliputi ketidakbukaan klien, penolakan dihubungi, perubahan

regulasi, keinginan kuat bercerai, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

8 Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan, “Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber
Dayamanusia (Bkpsdm) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai
Negeri Sipil”, N.D.



BP4. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi Zahrotul Hamidah dalam
fokus pada upaya lembaga mengurangi perceraian dan penggunaan metode

kualitatif, namun berbeda pada lembaga yang diteliti dan rumusan masalahnya.’

Ketiga, Skripsi Dominicus Herdha Pambudi dari Universitas Atma Jaya
Yogyakarta yang mengkaji peran BKPSDM Kota Yogyakarta dalam menangani

perceraian PNS, termasuk mengidentifikasi kendala dan upaya pencegahan.

Melalui penelitian hukum empiris, d; 'hwa mediasi oleh BKPSDM belum
=,

-‘_ﬂﬁh en QEL_'." lembaga yang diteliti
dan rumusan mg “g'l N l . s u LA
L

1.5. Metode Peneh a1

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan bagaimana seorang peneliti
mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

9 Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)”, Jurnal
Hikmatina 1, no 1 (2019): 12-23.

10 Pambudi, “Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kota Yogyakarta™.



1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif, yang berarti peneliti
mendapatkan data berupa pernyataan dari informan. Berdasarkan data yang telah
terkumpul, peneliti akan melakukan analisis deskriptif. Data tersebut diperoleh
melalui metode penelitian lapangan, termasuk wawancara dan dokumentasi yang

dilakukan langsung di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah. Hasil

pakan unsur yang sangat

penting. Sumber data dapat didefinisikan sebagai subjek atau lokasi dari mana
informasi diperoleh. Untuk penelitian ini, kami mengandalkan data primer sebagai
informasi utama yang relevan, sementara data sekunder digunakan sebagai data

pendukung untuk memperkuat temuan.

' Albi Anggito en Johan Setiawan, Metodologi penelitian kualitatif (CV Jejak (Jejak
Publisher), 2018). Hal 7.



a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara
dengan pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, yang
bertindak sebagai subjek dan informan utama. Wawancara ini merupakan
dialog terstruktur yang dilakukan peneliti dengan responden untuk
mengumpulkan informasi yang relevan. Sebelum pelaksanaan wawancara,

peneliti telah menyusun daftat:pertanyaan yang secara spesifik berkaitan

.--/

d ]am upaya mengurangi tingkat
. Daftar pertanyaan

erpilih selama sesi

i
* }a{ sekunder dalam

i sumber pustaka.

&2
Sumber- u N i 915‘* u L ﬂ miah, artikel-artikel

-
relevan, be "'”:?-Ll:‘!»!p l{ﬂa.'L*llF-uﬁ:—mg-m nformasi dari internet,

serta laporan-laporan hasil peh""e"l' ian terdahulu yang berkaitan dengan topik

yang diangkat.'3

12 Muh Yani Balaka, “Metodologi penelitian kuantitatif’, 2022. Hal 21.
13 Abdurrahmat Fathoni, “Metodelogi penelitian”, Jakarta: rineka cipta, 2006. Hal 65.



1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik mendasar yang dilakukan oleh para
peneliti ketika menggali informasi untuk pengumpulan data. Dalam hal ini

peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data yang

,,,,ﬂf/%.‘, ab antara pewawancara dan individu

dilakukan melalui m

yang diwa ] . & 1k menggali informasi spesifik

terkait topik
o
o

elal

1, tujuan utama dari

; \ asi secara

rekaman suara yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi ini diharapkan
dapat mempermudah penulis dalam proses analisis dan penyajian data ke

dalam penulisan skripsi.'>

14 Luh Titi Handayani, Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian
Kesehatan) (PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023). Hal 23.
15 Lexi Moleong, “Metode peneltian”, Jakarta: Rineka Cipta 25 (2010). Hal 11.
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1.5.5. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahapan sistematis yang
bertujuan untuk meneliti dan mengorganisir informasi yang telah dikumpulkan
melalui berbagai metode, meliputi wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif

kualitatif, yang berfungsi untuk menjawab permasalahan penelitian dengan cara

menggambarkan secara menda si objek yang diteliti berdasarkan fakta-
fakta yang dipe HI_’_roses analisis ini dilanjutkan
dengan pen?r npulan.sée ) aitu dengan merumuskan

imj /- erlebih /dal 1 e ) : \\ ada aspek-aspek

kesalahan pemaha akna dalam' penulisan  skrif ang berjudul "Program

L
k!
BKD Jawa Tengah DalamN : etahanan-Keluarga ASN," maka peneliti

merasa penting untuk memberikan penegasan istilah-istilah kunci yang digunakan
dalam penelitian ini. Penegasan istilah ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan
dan keseragaman pemahaman di antara pembaca terkait konsep-konsep sentral

yang dibahas dalam skripsi.

16 Mohammad Mulyadi, “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian”, Jurnal Studi
Komunikasi dan Media 16, no 1 (2013): 71, https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106. Hal 73.
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1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berperan sebagai perangkat
daerah yang mengurus manajemen kepegawaian. BKD berfungsi membantu
kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam
mengatur semua hal yang berkaitan dengan pegawai di pemerintahan
daerah.

Aparatur Sipil Negara

Aparatu ] pakan sebutan untuk profesi yang

’ )
W ?@ “ g E W L & Negara (ASN), istilah
ketahananll't1 MMJ!M’” ap” ke '-.l,ﬁ. ,/

keharmonisan melalui peng‘efg"la

an untuk memelihara

konstruktif, beradaptasi
dengan perubahan yang tak terhindarkan, memanfaatkan sumber daya yang
tersedia, berfungsi secara optimal dalam pemenuhan peran dan tanggung
jawab, serta memiliki resiliensi untuk bangkit dari setiap kesulitan. Dengan
demikian, ketahanan keluarga menjadi fondasi krusial bagi terciptanya
keluarga ASN yang tidak hanya utuh, tetapi juga tangguh, adaptif, dan

mampu berkontribusi positif dalam lingkungan kerja maupun masyarakat.

12



Program BKD Jawa Tengah hadir sebagai upaya strategis untuk

memperkuat dimensi-dimensi ketahanan ini dalam setiap keluarga ASN.

1.7. Sistematika Penulisan

Peneliti memiliki rancangan sistematika penulisan untuk penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab pertama ini peneliti akan menjelaskan

memuat data ‘- [ *Jy &5 Ba Daerah (BKD) Jawa

Tengah besertalll" ‘-‘-! M ' LT 5 mr! !m Jﬂi / keluarga ASN yang
a aetlle/Igstiolelunda /
\ /

dijalankannya. Pemb ada data yang diperoleh

A
langsung dari lapangan, yang kemudian melalui proses pengolahan dianalisis untuk

menghasilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Bab IV dalam skripsi ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai
program Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah dalam meningkatkan
ketahanan keluarga di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) perspektif hukum

Islam.

13



Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang secara garis besar
terdiri dari dua subbab utama, yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan
akan merangkum temuan-temuan penting yang diperoleh selama penelitian dan
analisis. Sementara itu, sub bab saran akan menyajikan rekomendasi yang relevan
berdasarkan hasil penelitian, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk

perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

p
@\s | %@

S %
Sy O V=
s E
2 S

B

7V Ny
UNISSULA
”l!!”igl st Iﬁ_‘-
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BAB II

KONSEP KELUARGA DAN KETAHANAN KELUARGA

DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: kula dan warga "kulawarga"

inti (nuc e , N ‘ ‘L‘:\\ ak mereka. Adapun
/ ike 23 ntended family)

- Tac , g et lari kakek, nenek

H Nr h ﬁ'iuﬁ u 2P ﬁ dan toleransi terhadap

i .II}(\L!I.-. \ :
1 :‘..’fuluq;‘i; : r.'-.’-f n. Sedang ?4:% nrut Hasan Basri, sebuah

juga dari nilai-nilai luhur yang diterapkan sehari-hari. Keluarga seperti ini dicirikan

oleh anggotanya yang saling menghargai, memiliki sikap disiplin, dan mudah

17 Amirulloh Syarbini, Model pendidikan karakter dalam keluarga (Elex Media Komputindo, 2014).
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memaafkan. Mereka juga gemar menolong, rajin beribadah, serta menghormati

orang yang lebih tua.'8
2.1.1. Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah

Kata sakinah secara etimologi berasal dari kata Arab sakana-yaskunu, yang berarti
"menjadi tenang atau tetap setelah bergerak"”, mirip dengan cara sikkin (pisau) yang

menenangkan hewan sembelihan yang sebelumnya meronta. Secara terminologi, sakinah

_-"-

a )t: Ad

keluarga sakinah dapaf r"rr/ ﬁyu‘“ uarga 'di mana-se anggotanya merasakan
N7

‘fermanifestasi melalui
/

| &
perlakuan baik yan Ejr -‘,n ﬁ »-5 ﬂ ii ii f_ ii
EE
| 1:#” " IF’ 1
Menurut K'qui 3 I&ﬁt:}lﬂlﬂ:ﬂﬂh ata rahima yarhamu, yang

memiliki makna dasar "kasihan" dan "kasih sayang." Akar kata ini, yaitu ra-ha-mim,

merujuk pada kelembutan hati dan belas kasih. Muhammad Murtadha al-Zabidi
menjelaskan rahmah sebagai kombinasi dari fa'attuf (kasih sayang) dan rigqah

(kelembutan), yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Sementara itu, Quraish

18 Arif R Tanjung, Akhmad Husaini, en Dia Huda Pranoto, “Pilar Hubungan Harmonis
Perspektif Yasir Al-Hazimi: Analisis Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam”, Al-
Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no 2 (2025): 131-54.

19 Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif
Hukum Islam”, Masile 1, no 1 (2019): 108-26.

20 Samsudin Samsudin, Sosiologi keluarga: Studi perubahan fungsi keluarga (Pustaka
Pelajar, 2017).
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Shihab mengartikannya sebagai dorongan psikologis yang timbul saat melihat
ketidakberdayaan, sehingga memotivasi seseorang untuk berupaya memberdayakan orang
tersebut. Dalam konteks rumah tangga, rahmah adalah wujud pengorbanan dan
kesungguhan untuk kebaikan pasangan, serta melindungi hubungan dari hal-hal yang dapat

mengganggu atau merusaknya.’!
Berikut pandangan keluarga sakinah menurut para ahli:

1.  Menurut Nurcholish Madjid, kq arga. sakinah memiliki beberapa kriteria utama.

/ \’m n-yang sah sesuai ajaran Islam, sebab

gan adanya rahmah,

A s L=
sebuah kasih ifat w lan t g {dnkan hubungan cinta

antara keduelltll'.I : “u M H 2‘5 $ !u' !m A dan sejati.
0\ Aeellolll Zolotoluzada /i

2. Menurut Quraish melahirkan mawaddah dan

\ -
rahmah harus melalui tiga tahapan: perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan.

Selain itu, terciptanya keluarga sakinah juga bergantung pada tiga aspek lahiriah,
yaitu: terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari, tersalurnya kebutuhan biologis
antara suami dan istri secara baik dan sehat, serta terpeliharanya kesehatan seluruh

anggota keluarga.”

21 prasetyawati. E., “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah
dalam Tafsir Al Misbah dan Ibnu Katsir”, Nizham 5, no 2 (2017): 139-66.
22 Ririn Andriani, “Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur’an Perspektif
Wahbah Az-Zuhaili”, 2022.
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2.1.2. Dasar Hukum keluarga:

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum tentang keluarga:

I. Q.S. ar-Ruum: 21:

“Dan di antara tanda ; an-Nya ialah Dia menciptakan
sendiri, supaya kamu
dan dij adikan-Nya

.ﬁi

Uﬂlssl"-ﬂ atas para

"1 ﬁLngI IC:F ) te elah 4.,5;;%_,; el bagian mereka
‘15 7ang ig n) dan karena

mereka (lakr=la agtan dari hartanya.
Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada
Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah
telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,)
pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan
tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah
Mahatinggi lagi Maha besar.”
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3. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan
Keluarga:

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,
atau ibu dan anaknya”.

2.2. Ketahanan Keluarga

2.2.1. Pengertian Ketaha

nan keluarg
.
Ketahanan kelu g lai ental keluarga untuk menjaga

stabilitas dan be ac ag-masalah. Ini bukanlah
sekadar f-/’ el | Sua ses akti ‘?#'* \ nempertahankan
fungs1—fuln cerangka sistem
yang dinamis aha eluarga diar : nek / e pengaturan diri
yang memuralii o ang i Iseimbangan saat

at, keluarga dapat

menjamin kelangs ( kan diri, dan berhasil

Ketahanan keluarga adalah kapasitas esensial bagi sebuah keluarga untuk
melindungi dirinya dari berbagai tantangan dan ancaman yang berpotensi merusak

keutuhannya.?* Proses pembentukan ketahanan ini melibatkan tiga faktor laten yang

23 Mujahidatul Musfiroh et al., “Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb
rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta”, PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan
Aplikasinya 7, no 2 (2019): 61-66.

24 Endah Sulistyaningsih en Raden Roro, Ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa
(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2016).
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saling terkait. Ketahanan fisik-ekonomi, yang meliputi stabilitas finansial dan fisik.
Ketahanan sosial yang mengacu pada dukungan komunitas dan hubungan
interpersonal. Ketahanan psikologis yang berkaitan dengan kesehatan mental dan
emosional anggota keluarga. Disamping itu, terdapat lima indikator kunci yang

menunjukkan tingkat ketahanan suatu keluarga, diantaranya yaitu:

1. Sikap saling melayani.

koh, keakraban suami

II SC UC . 11 C /
dan istri ad'éI : u E‘a & 5. $ u sek ‘ﬂ; otingan biasa, melainkan
b2 > L] I L] /
ikatan yang Lj"n\l et I-‘I" Iéﬁbml’ﬁ ya saling memahami,
A,

mendukung, dan melengkapi.- Ketika keakraban ini terjalin kuat, ia akan

menjadi fondasi pernikahan yang berkualitas, memungkinkan pasangan untuk
menghadapi segala tantangan hidup bersama dengan penuh cinta dan

pengertian

3. Peran orang tua dalam mendidik anak.

Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak tidak dapat

diremehkan, sebab merekalah yang menjadi nahkoda utama dalam membentuk

20



karakter dan kemampuan sang buah hati. Melalui pendekatan yang aktif
mengajar dan melatih, orang tua mendorong anak-anak untuk menghadapi
tantangan kreatif, yang tidak hanya mengasah daya pikir tapi juga memupuk

kemandirian
. Kepemimpinan penuh kasih sayang.

Dalam dinamika sebuah keluarga, kepemimpinan penuh kasih sayang
' an suasana yang harmonis dan penuh

menjadi kunci utama d ? \

pengertian. Ini berar I M . istri berperan aktif dalam

ﬁ# & ﬂﬂb' t yang tulus melalui

' “Mﬂghﬁiﬁa@ﬁ_h a mereka.”
\ &I@?PW&,@ |

utama. Menurut Walsh, ketahanan adalah hasil dari cara individu atau komunitas

menghadapi dan beradaptasi dengan tekanan atau krisis. Pendapat ini serupa dengan

Froutan yang melihat ketahanan sebagai serangkaian karakteristik yang membantu

seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan krisis kehidupan. Sementara

itu, Chew & Haase awalnya mendefinisikan ketahanan sebagai kemampuan untuk

25 Farah Tri Apriliani en Nunung Nurwati, “Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan

keluarga”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 7, no 1 (2020): 90.
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menghadapi penyakit, namun konsep ini kemudian diperluas. Ketahanan tidak
hanya berkaitan dengan ketahanan fisik. Komachi & Kamibeppu
menghubungkannya dengan berbagai aspek kesehatan mental. Di sisi lain, Gloria
& Steinhardt dan Roberts mendefinisikannya sebagai payung bagi berbagai konsep

positif, seperti daya tahan, adaptasi, mekanisme coping, dan perjuangan.?

Pentingnya ketahanan keluarga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa

fesiona listie:dan pengabdian. Keluarga yang kuat dan

N

harmonis menjadi fondasi uta

optimal. Ketika AS] "J./': § eluarga yang solid, mereka mampu
ﬁ?
ap . pekerjas jaga\ integrita ki da pelayanan

dilepaskan dari tuntutan pro

memupuk nilai-
nilai luhur yang sejalz gan etika : 2 ;-ii investasi dalam
penguatan ketﬁlll . ASN i at bagi individu, tetapi

uMIssLs /U

keberlanjutan roda

L1
pemerintahan.?’ \
i

2.3. Problematika Ketahanan Keluarga ASN

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), problematika ketahanan keluarga
memiliki dimensi unik yang seringkali bersinggungan dengan tuntutan profesi.

Tekanan jam kerja yang panjang, rotasi dan mutasi ke daerah lain, serta beban

% Ulfiah Ulfiah, “Konseling keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga”,
Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi 8, no 1 (2021): 69-86.

27 Qurroti A’yun, “Peran Bp4 Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan
Keluarga Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Maslahah Mursalah” (Universitas Islam Sultan
Agung Semarang, 2025), 26.
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psikologis dalam menghadapi dinamika birokrasi, bisa menjadi pemicu stres yang
memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Belum lagi, isu-isu seperti kesenjangan
pendapatan, manajemen keuangan keluarga yang kurang optimal, atau bahkan
godaan penyalahgunaan wewenang, dapat mengikis fondasi moral dan material
keluarga ASN. Ketika keluarga ASN tidak resilient, risiko penyimpangan perilaku,
penurunan kinerja, hingga masalah kesehatan mental bisa muncul, yang pada

individu ASN itu sendiri, tetapi juga citra dan

akhirnya akan merugikan tidak

yang jauh, at

kelelahan, yang".lI “'n! " ! 5 5 u !.m !& al
\ AeelbelIgslotolindla /)

keluarga. Kondisi-.ll . haman dan konflik antar
L—n—.r“r
|

pasangan atau dengan anak-anak. Selain itu, faktor ekonomi seperti pengelolaan

gaji, perbedaan gaya hidup, atau bahkan godaan penyalahgunaan wewenang yang
bisa memengaruhi keuangan keluarga, juga dapat menjadi pemicu perselisihan
serius. Ketika perselisihan ini tidak ditangani dengan baik, ia bisa menggerogoti

keharmonisan rumah tangga, berdampak negatif pada kesehatan mental anggota

28 Nely Puspita Sari en Shindu Irwansyah, “Problematika Rumah Tangga untuk Mencegah
Terjadinya Perceraian bagi A paratur Sipil Negara (Asn) Kota Bandung Tahun 2021”, in Bandung
Conference Series: Islamic Family Law, vol 2, 2022, 31-35.
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keluarga, dan bahkan memengaruhi kinerja ASN di tempat kerja, yang pada
akhirnya merugikan pelayanan publik secara keseluruhan.?’
2. Kondisi Perekonomian Keluarga

Meskipun secara umum ASN memiliki stabilitas pekerjaan, problematika
kondisi perekonomian keluarga mereka tetap memiliki dinamika unik. Tekanan
hidup di perkotaan dengan biaya yang terus meningkat, terkadang tidak sebanding

dengan struktur gaji ASN yang rigid,.bisa menciptakan defisit finansial. Hal ini

diperparah dengan gaya hidug i sosial, atau bahkan kewajiban
membantu kel sa % | 3 engeluaran lebih. Akibatnya,
I /qﬂ% 1 i bergs ada pinjaman, yang

berinvestasi ! Al inerja ASN dalam

menjalankan

., &
2.4. Dasar Proll'gI 54-‘ N ' q q !, 'vl P‘m‘h pil Negara
\\ Aeellal)|Zoalslolusinla

= L]
pah g yaya berkelanjutan untuk
=2

1
Pembinaan',
i

memelihara dan membawa suatu keadaan ke kondisi ideal yang seharusnya terjadi,
atau dengan kata lain, menjaga agar suatu kondisi tetap sesuai dengan standar yang

diharapkan. Lebih lanjut, menurut Thoha, pembinaan merupakan sebuah proses

2% Fairuz Salsabila en Qoiz Azizah Bin Has, “Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam
Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis”, Syakhshiyyah Jurnal
Hukum Keluarga Islam 3, no 1 (2023): 37-50.

30 Intan Saziqil Fitri, “Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama
bandung”, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 3, no 1 (2022):
101-16.
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atau hasil yang mengarah pada perbaikan. Dalam konteks ini, pembinaan
mewujudkan adanya berbagai bentuk perubahan positif, seperti kemajuan yang
signifikan, peningkatan kualitas, pertumbuhan yang berkelanjutan, atau bahkan
evaluasi yang berujung pada penyempurnaan. Dengan demikian, pembinaan bukan

sekadar pemeliharaan status quo, melainkan suatu dinamika yang mendorong ke

arah yang lebih baik dan optimal.’!

*'.4_&,,. 5% m 1 sasaran, dan program

organisasi yang:" l..’ M ! -:-q E E.' K. A pembinaan pegawai
| Aeelled/l donlo ol
bukanlah sekadarl'-.ll ' clainl ML@
A

f § ategis untuk memastikan

!

keberlangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi.*?

Pembinaan pegawai merupakan proses penting yang dapat ditempuh

melalui beberapa metode. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian

31 Ajib Rakhmawanto, “Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang
Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota
Cilegon, dan Kota Kediri)”, Jurnal Bina Praja 7, no 3 (2015): hal 231.

32 Dera Izhar Hasanah, “Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Oleh Camat Sebagai Salah Satu
Upaya Dalam Mencapai Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung”,
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 6, no 1 (2022). Hal 38.
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kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan karier, memberikan
penghargaan, baik materiil maupun non-materiil, atas kontribusi mereka, serta
menegakkan disiplin kerja. Selain itu, pembinaan juga dapat dilakukan dengan
memfasilitasi partisipasi pegawai dalam organisasi dan menyediakan fasilitas kerja

dan sosial yang memadai secara adil. >

2.4.1. Dasar Hukum Pembinaan Keluarga

1. Pasal 47 Undang-Undang Nomic ahun 2009 tentang Perkembangan

peran krusial (i 2 enetapk ’:1“@- ' eluarga, yang secara
I\ DiNISSULA

i e [
spesifik berfokus'f ._fa:ﬁ!,-'.-gk’!&ggbl‘g‘. dar !‘ﬁ, hteraan keluarga. Tujuan

utama dari kebijakan-ini-adala k-mendukung-setiap keluarga agar mampu
menjalankan fungsi-fungsi esensialnya secara optimal, seperti fungsi reproduksi,
sosialisasi, perlindungan, afeksi, ekonomi, dan pembinaan lingkungan, sehingga

tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3 Eko Surya, “Pembinaan Aparatur Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Tugas Tugas
Organisasi Di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang”, perspektif 4, no
2 (2015). Hal 348.

34 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga
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2. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Pernikahan sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib
mengikuti bimbingan perkawinan.
(2) Bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan memberikan pembekalan bagi Catin mengenai
perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan mengelola
pengetahuan kehidupan keluarga reproduksi sehat serta dinamika

(T np'!m ar belakang mendesak
UNISS ﬂ L A
bagi pentingnya per **"fr.-g,!g L_if;"-{"\ npt ""Pﬂ" f

Melalui bimbingan perkawman calon pengantin diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga, serta
dibekali pengetahuan dan keterampilan penting seperti mengelola konflik,
berkomunikasi secara efektif, dan memahami kesehatan reproduksi. Upaya ini

bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga yang lebih baik sejak awal

35 Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan
Pernikahan
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pernikahan, yang pada gilirannya akan menurunkan angka perceraian dan
mencegah berbagai permasalahan keluarga di kemudian hari. Dengan adanya dasar
hukum yang semakin kuat dan implementasi yang terus diintensifkan, bimbingan
perkawinan menjadi langkah preventif yang krusial untuk mewujudkan keluarga

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di Indonesia.

2.4.2. Macam-macam Program Pembinaan Keluarga

~
ﬁah rancangan atau

\ U
pedoman yang 'di U F“! ! jalank: M jate & : 'Ill baik dalam lingkup
h w1 W
pemerintahan, pere ﬂ‘:" !'E IM,LELML-L a. Dalam konteks ini,

bimbingan perkawinan merupakan program khusus yang memberikan panduan

lengkap mengenai hakikat pernikahan. Bimbingan ini mencakup pemahaman
tentang tujuan pernikahan serta cara-cara praktis untuk membangun sebuah

keluarga yang harmonis dan sakinah.

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan salah satu program unggulan
yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama.

Program ini dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang
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komprehensif mengenai hakikat pernikahan. Semua aspek pelaksanaannya, mulai
dari alokasi anggaran, struktur organisasi, hingga materi dan metode pembelajaran,

diatur secara rinci dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.3¢
2. Bimbingan Konseling Keluarga

Bimbingan didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada

individu atau kelompok agar mereka mampu memahami dan memanfaatkan

erbicara bersama" atau

N
%’

Bi: b u"' bantuan yang
diberikan di_ . @ m ' atu setiap anggota
keluarga mem # ; Melalu1 proses ini
diharapkan tercipt u ﬁ H %ug u L ﬁ, g pada akhirnya dapat

meminimalkan klI ik dan m _JJ Vs "’!""*h_: Li:b

A
Dengan demikian tujuan utama konseling Islam adalah membimbing

individu agar menyadari kembali posisinya sebagai hamba Allah. Dengan

mematuhi petunjuk dan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, individu

36 Abdul Jalil, “Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon
pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan”, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis
Pendidikan dan Keagamaan 7, no 2 (2019): 1190-2623. Hal 186.

37 Faizah Noer Laela, “Bimbingan konseling keluarga dan remaja edisi revisi” (UIN Sunan
Ampel Press, 2017). Hal 1-7.

38 Intan Asti Purnamasari, “Layanan bimbingan konseling keluarga untuk meminimalisasi
angka perceraian”, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam 7, no
1 (2019): hal 45.
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diharapkan dapat meraih kebahagiaan hidup. Dengan kata lain, konseling ini
mengajak individu untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama
dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan

pernikahan dan kehidupan rumah tangga.*
3. Program Pembinaan Keluarga Berbasis Agama

Lembaga keagamaan memainkan peran krusial dalam pembinaan keluarga,

non-formal yang. kan , asihssayang tolong-menolong.
-
Majelis Takl

7-‘ ga, khususnya
dalam upay - 3 3\ Oleh karena itu,

penting seka a sus terkait 5 an yang ditujukan

bagi pasanga' yang fe ala aha uiya tidak lain adalah untuk

i -
2.5. Aparatur Sipil "{.‘,’;’Hgy |

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,

dijelaskan bahwa ASN adalah Pegawai pemerintah, baik yang berstatus Pegawai

Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

39 Rifda El-Fiah, “Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam”, Analisis: Jurnal
Studi Keislaman 16, no 1 (2016): hal 165.

40 Retno Agus Winanti, “Revitalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim
dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)”,
Jurnal Interpretasi Hukum 4, no 3 (2023): hal 620.
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adalah individu-individu yang diangkat secara resmi oleh pejabat berwenang.
Mereka mengemban tanggung jawab dalam berbagai jabatan pemerintahan atau
menjalankan tugas-tugas lain demi negara, dan sebagai imbalannya, mereka

menerima penghasilan yang telah diatur oleh hukum.*!

2.5.2. Dasar Hukum Pernikahan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara

Tata cara perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS

idu non-PNS, proses perceraian tidak
memerlukan izin resmi d u it s1 dan permohonan cerai dapat
diajukan lan%s} ng* | or: an khusus untuk

jabat berwenang,
ini, termasuk

erintah Nomor 10

Tahun 1983 JO ] < g T D0 te _-fzin Perkawinan dan

1. Pasal 2 ayat n 1983:
“Pegawal \Nege N 9 g M) ,Imnnu ol---v_nl pertama

wajib memberltahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui
saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
setelah perkawinan itu dilangsungkan”.*?

41 Pasal 1 UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

42 Asman Wahidi, “Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)” (Universitas
Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011).hal 5.

43 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pernikahan dan
Perceraian Aparatur Sipil Negara.
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Pasal tersebut mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
baru saja melangsungkan perkawinan pertama untuk melaporkan secara tertulis
peristiwa tersebut. Laporan ini harus disampaikan kepada atasan atau pejabat
berwenang melalui saluran hierarki (yaitu melalui jenjang struktural dari
bawahan ke atasan, bukan langsung ke pejabat tertinggi). Batas waktu
pelaporan adalah paling lambat satu tahun setelah tanggal pernikahan

berlangsung.

&
vinan sclanjufnya yane dilangsungkar

yang statusnya

Dengan demikian, penulis menekankan bahwa ada mekanisme kontrol
dan birokrasi yang lebih kompleks bagi PNS terkait urusan perkawinan dan
perceraian, yang tidak berlaku untuk masyarakat umum. Hal ini menunjukkan

adanya kewajiban administratif dan etika khusus yang dibebankan kepada

4 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pernikahan dan
Perceraian Aparatur Sipil Negara.

32



PNS, yang mungkin bertujuan untuk menjaga citra, integritas, dan stabilitas

birokrasi negara.

UNISSULA
atllull Zoalyloluinela
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BAB III

PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA TENGAH DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR
SIPIL NEGARA

3.1. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah lembaga pemerintah di tingkat

Badan Kepegawaian a Tengah memiliki tugas
utama untuk membangun sistem manajemen kepegawaian daerah yang andal.
Tujuannya adalah untuk membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

berintegritas, profesional, netral, memiliki pandangan global, serta mampu menjadi

pemersatu bangsa, baik secara fisik maupun mental. BKD Provinsi Jawa Tengah
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menjalankan tugas ini dengan keyakinan kuat untuk memberikan yang terbaik bagi

bangsa dan negara.®
3.1.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi jateng

Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:
“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia

Emas 2045

Adapun misi Badan Kepeg Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

5 Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal,
serta menjamin kebebasan beribadah, perlindungan sosial, dan hak asasi

manusia yang berkeadilan.

45 https://bkd.jatengprov.go.id/tentang--sejarah-bkd.html
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6 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka
lapangan kerja seluas-luasnya, serta mengembangkan pembiayaan

pembangunan yang partisipatif dan terintegrasi.*®

3.1.2. Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi jawa Tengah

Berdasarkan PERGUB Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

LAM o
>N * 2
SV O »
= =
2 s

B

J—“-Li
UNISSULA
Mléﬁwl n .l?'

46 hitps://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/
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Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M.

Sekretaris

Kurniawan Budi Utomo, S.Si, M.Kom

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Gunardi, S KOM, M.M

Kasubag Program

Indro Aris Pujiyanto, S.STP., M.Si.

Kasubag Keuangan

Arif Prasetyo Nugroho, SE,AK, M.Si
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Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Pegawai

Ary Widiantoro, S.STP, M.Si

Sub  Koordinator Formasi  dan

Pengembangan

Hilman Sahrizal , S.STP,M.SI

Sub Koordinator Jabatan Sturuktural

Aliy Muttaqien, S.STP,M.SI

Kepala Bidang Mutasi

Budi Santoso, SSTP., M.M

Sub Koordinator Pengangkatan

ky Juned Cahyonugroho, S.STP, MSi
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Struktur Organisasi tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Data Perceraian ASN 2022-2024

Dari tahun 2022 hingga 2024, jika kita melihat secara keseluruhan, total

jumlahnya diperkirakan berada di kisaran 250. Jika dibagi rata per tahun, maka

angka tersebut berada di sek ap;tahunnya. Namun, khusus untuk tahun

namun tetag

Tabel data |

¥
UNISSULA

LT I B { - S T B

,. Bt ] '@UM% ||" 90

47 Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan.
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Data tersebut sesuai yang disampaikan Ibu Diah Ayu Wulandari, S.Psi

berikut:

“Kalau total keseluruhan dari 2022 sampai 2024, jumlahnya
sekitar 250-an. Kalau dirata-rata per tahun 2022-2023, memang
sekitar 90-an. Namun, untuk tahun 2024 sendiri, angkanya sedikit
menurun, sekitar 70-an. Jadi, kemungkinan totalnya memang
sekitar 250-an selama tiga tahun itu.”*

Berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2024 yang menunjukkan total

] OKalK '&“‘Lﬁ‘ [ /an lebih baik
UNISSULA / B
el 2000 loluinola /

utama yang melatarbelakangi tinggfnya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi

njukkan bahwa faktor

Jateng Rata-rata, alasan yang paling sering diajukan dalam pengajuan perceraian
adalah pertengkaran yang terus menerus antara pasangan. Ketegangan yang
berlangsung lama ini seringkali menciptakan suasana rumah tangga yang tidak

harmonis dan sulit untuk diperbaiki. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi

8 Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan.

40



faktor penting yang memicu keputusan untuk bercerai. Tekanan finansial yang berat
dapat memperburuk konflik yang ada, sehingga memperbesar kemungkinan
pasangan mengambil langkah perceraian. Dengan demikian, konflik yang
berkelanjutan dan masalah ekonomi menjadi penyebab utama dalam banyak kasus
perceraian, mencerminkan betapa pentingnya stabilitas emosional dan keuangan

dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Data tersebut sesuai yane disampaikan Ibu Diah Ayu Wulandari, S.Psi

berikut:

Berda ark ‘- ; '.pertengkaran yang
terus menerus 31 serceraian di kalangan

ASN Provinsi Jate “;t'-u'l ! i' r, ke « /

|
terfokus untuk mengatasi—kedua- ke *-‘-UNJ-T“—- ngan dukungan program

ada upaya yang lebih

pembinaan keluarga diharapkan pasangan ASN dapat mengelola konflik dan
tekanan ekonomi dengan lebih baik sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis

dan stabil.

49 Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan.
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3.3. Peran Pembinaan BKD Prov Jateng dalam Mengurangi Angka

Perceraian ASN

Akhir dari sebuah pernikahan dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu
perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Lonjakan kasus perceraian di
lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendorong pemerintah untuk

mengeluarkan regulasi berupa PP No. 10 Tahun 1983 yang diperbarui dengan PP

ituhann
\ UNISSULA
\ it

damai, dan sej ahtbill "

perkeluarga yang selaras,

ngga akan memberikan

dampak yang konstruktif pada performa kerja ASN.

Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga terkadang tidak sejalan
dengan ekspektasi awal pernikahan, yakni mewujudkan keluarga yang bahagia dan

kekal. Seiring waktu, berbagai persoalan dapat muncul dalam perkawinan yang

0 Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990
51 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
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akhirnya mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mengakhiri ikatan

tersebut.>?

Salah satu tugas dan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Jateng adalah membina dan mengawasi Pegawai Negeri Sipil, termasuk
melalui pembinaan bagi keluarga ASN untuk menjaga ketahanan dalam berumah

tangga. Upaya ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan pembinaan kepada

masyarakat.>

upaya mengﬁ 0} ) ) alang ] [al ini terbukti karena
di setiap tahunnya.

|a M
\ UNISsuLA
Hasil waw. ﬁ{fa!-!u;;,_fl @#?tnw l""vyfraé; /é .Psi mengatakan :

\ A
“BKD memiliki program pembekalan perkawinan yang

dilaksanakan setahun sekali. Program ini lebih menekankan pada
pemahaman dari sisi religi serta aspek parenting. Tujuannya
adalah untuk memberikan bekal yang kuat agar para peserta dapat
mempertahankan rumah tangga mereka dengan lebih baik.>

52 Tri Rzkyanti Azis, Ma’ruf Hafidz, en Sri Lestari Poernomo, “Kedudukan Izin Perceraian
Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020
PA Maros”, Journal Of Lex Generalis (JLG) 2, no 2 (2021): hal 744.

53 Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Semarang

54 Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan.
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Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono juga

menyampaikan hal yang sama sebagai berikut:

“Disini kita mengadakan pembekalan nikah, Pembekalan nikah
ini memang kami lakukan untuk dua kelompok, yaitu ASN yang
akan memasuki masa pra nikah dan juga bagi ASN yang sudah
menikah. Tujuannya agar mereka mendapatkan pemahaman yang
lebih baik mengenai kehidupan berkeluarga, persiapan mental.
Kami melaksanakan sosialisasi ini secara virtual melalui platform
Zoom. Dengan cara ini, pesert a mengikuti pembekalan dari

~
&n kesiapan mental

\ o2
pasangan dalar ﬁj 5“5 l ﬁ 5 u 1m ﬂ yga. Penulis berharap,
TP N

\ =\
keharmonisan dan ketahanan keluarga, sehingga angka perceraian dapat ditekan

\

pembekalan ini dapa ra peserta untuk menjaga

dan kualitas kehidupan keluarga semakin meningkat. Program semacam ini sangat
penting untuk terus dikembangkan dan dijalankan secara konsisten agar

memberikan manfaat yang maksimal.

55 Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan
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Program pembinaan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam
membentuk keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Melalui program ini,
individu maupun pasangan suami istri dibekali dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, mulai dari
komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, hingga perencanaan keuangan
keluarga. Selain itu, pembinaan keluarga juga dapat mencegah terjadinya

perceraian, kekerasan dalam tangga, serta meningkatkan ketahanan keluarga

dalam menghadapi berbagai
,f :
turut menduku crja yang lebih produktif karena
.l___.-'

didukung olehk [ Kk
# (

Jawa Ten ap sbetapa h: I ) ah satunya adalah

a bagi ASN di

tersebar di be"r.lI : tidal e ngl menghadirkan seluruh

\ /
peserta secara \ “” M ! 5 $ U L 4% silitas fisik dan biaya
.. 21 :!?I;J s 'P’ :
'.I'

operasional memb adi kurang efektif dan

efisien. Oleh karena itu, sebagai solusi, sosialisasi dilakukan secara daring melalui
platform Zoom. Dengan metode ini, jangkauan peserta menjadi lebih luas, efisiensi
waktu dan biaya dapat tercapai, serta ASN dari berbagai daerah tetap dapat

mengikuti pembekalan tanpa harus hadir secara fisik.

Hal ini sesuai dengan yang dismpaikan oleh Bapak Agil Joko Sarjono

berikut:
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"Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan ruang dan
anggaran. Karena jumlah ASN di Jawa Tengah sangat banyak,
tidak memungkinkan untuk mengundang seluruh peserta secara
langsung dalam satu tempat. Ruangan yang tersedia tidak
memadai, dan anggaran juga terbatas untuk menampung semua
peserta sekaligus. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami
memilih melaksanakan sosialisasi secara daring menggunakan
platform Zoom.”%¢

Dari Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono diatas salah satu

tantangan terbesar dalam pelaksanaan-sosialisasi pembinaan keluarga bagi ASN

Jawa Tengah adalah a/ lan. dana. Dengan jumlah ASN yang

¥
\ u M ! .5 s !.’ 'nr A enggarakan oleh BKD
)\ Felel gt tolindla /I

Provinsi Jawa Te alitas kehidupan keluarga

para ASN. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, serta menyiapkan

ASN dalam menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Selain itu, pembinaan

%6 Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan
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ini juga bertujuan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi penting dalam

menunjang kinerja ASN agar lebih produktif dan profesional di lingkungan kerja.

Manfaat dari program pembinaan keluarga ini sangat signifikan, baik bagi
ASN maupun bagi institusi tempat mereka bekerja. Melalui pembinaan keluarga,
ASN dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi efektif,

pengelolaan konflik, serta perencanaan keuangan keluarga. Hal ini berdampak

nda nan yang lebih

ij H i % s*. i"‘j i"’ ﬁ' anaan keuangan

engen_Suasd :F*d'“ tangga yan / ebih stabil dan

harmonis, ke al S f pun meningkat.

Kondisi 1""!‘?’"‘"":‘?‘-"“ “ini-tentumembuat A'SN bisa lebih fokus

dan memberikan kontribusi optimal dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya di BKD Provinsi Jawa Tengah.">’

Program pembinaan keluarga, menurut penulis, memberikan manfaat ganda
yang signifikan: meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional ASN melalui

pemahaman pengelolaan konflik dan perencanaan keuangan yang menciptakan

57 Hasil wawancara dengan Ibu Elve Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang Pembinaan
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rumah tangga stabil dan harmonis, sekaligus mengoptimalkan kontribusi ASN di
BKD Provinsi Jawa Tengah karena kondisi keluarga yang sehat memungkinkan
mereka lebih fokus pada pekerjaan. Penulis menyimpulkan bahwa program ini
adalah investasi berharga yang meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja

ASN.

3.4. Program Mediasi BKD Provinsi Jawa Tengah

Selain fokus pada pro y‘-- binaan keluarga yang telah terbukti

hte r-: “ i

meningkatkan keseja at) M

Tengah jug -af,'-/-r f."; .s 1 m.kerja yang harmonis
ol ) Ny,

N

melalui progi

.‘m !@ 3 A
UNISSULA
Hal ini SSSliaP ity *i%:!f...i SISANBPARIRY Ayu Wulandar, S.Psi
—r

berikut:

“Selain program pembinaan keluarga, kami juga mengedepankan
mediasi untuk setiap pengajuan izin cerai. Penting untuk
diketahui, mediasi ini tidak hanya dilakukan oleh BKD, tapi
justru dimulai dari Kepala OPD masing-masing ASN yang
bersangkutan. Tujuannya agar masalah bisa diselesaikan secara
internal terlebih dahulu. Nah, untuk efisiensi, terutama jika
jaraknya jauh, kami sering memanfaatkan platform seperti Zoom,
mirip seperti saat masa pandemi COVID-19. Ini memungkinkan
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proses mediasi tetap berjalan efektif tanpa terkendala jarak
fisik.”8

Selain program pembinaan keluarga, penulis menyoroti bahwa BKD
Provinsi Jawa Tengah juga memprioritaskan mediasi untuk setiap pengajuan izin
cerai ASN. Penulis menjelaskan bahwa proses mediasi ini dimulai dari Kepala OPD

masing-masing ASN, bukan hanya dari BKD, dengan tujuan agar penyelesaian

entukan keberlanjutan

dan keharmoni \ w ilil E g g u & ﬂ ]1{, uk pada kemampuan

i e [
L] I L1
keluarga untuk bl'é; % #"u"f'g Ii@,p“&lﬂikﬂ‘lﬁ{h solid dalam menghadapi

berbagai tantangan, baik yang berasal dari interna maupun eksternal. Keluarga
yang memiliki ketahanan kuat biasanya ditopang oleh nilai-nilai positif, seperti
komunikasi yang terbuka, dukungan emosional, dan fleksibilitas dalam

menghadapi perubahan.

%8 Hasil wawancara dengan Ibu Diah Ayu Wulandari Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan.
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Para pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah
menunjukkan ketahanan keluarga yang kuat, yang menjadi pilar utama dalam
menghadapi dinamika pekerjaan dan kehidupan modern. Ketahanan ini tidak hanya
terlihat dari kemampuan mereka dalam mengelola tantangan ekonomi, tetapi juga
dari solidnya hubungan internal keluarga. Keluarga-keluarga ini berpegang teguh
pada nilai-nilai saling menghargai, komunikasi yang terbuka, dan dukungan

emosional, sehingga mereka mampu menjadi unit yang adaptif dan tangguh.

BKD Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bersumber dari kemampuan mereka dalam
mengelola tantangan ekonomi, melainkan juga dari solidnya hubungan internal

yang terjalin. Hal ini terlihat dari sikap saling melayani yang menjadi rutinitas, di

% Hasil wawancara dengan Bapak Agil Joko Sarjono Pegawai BKD Provinsi Jateng Bidang
Pembinaan.
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mana suami dan istri secara sadar membagi tugas rumah tangga untuk meringankan
beban satu sama lain di tengah kesibukan kerja. Selain itu, keakraban suami istri
tetap terjaga melalui komunikasi yang intens dan waktu berkualitas yang rutin
diluangkan bersama, yang berfungsi sebagai benteng emosional dan tempat berbagi
cerita. Terakhir, peran orang tua dalam mendidik anak dijalankan secara

kolaboratif, di mana mereka bahu-membahu menanamkan nilai-nilai moral dan

UNISSULA
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BAB IV

ANALISIS PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BKD JAWA
TENGAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN
KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA

4.1. Aspek Nilai-nilai Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Perspektif

Hukum Islam

¥
UNISSULA

L]
Ketahanan ll'. Cluarga A PR ‘\.-_-‘._-l‘ P

etllol)| G ek simale

krusial dalam menopang kinerja optimal dan kesejahteraan para abdi negara.
Keluarga yang kokoh dan harmonis menjadi sumber kekuatan bagi ASN dalam
menjalankan tugas-tugasnya, menghadapi tekanan pekerjaan, serta menjaga
integritas. Aspek ini mencakup kemampuan keluarga untuk beradaptasi terhadap
perubahan, mengelola konflik secara konstruktif, dan memberikan dukungan

emosional yang berkelanjutan. Tanpa fondasi keluarga yang kuat, seorang ASN
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mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjaga fokus dan motivasi, yang pada

gilirannya dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas layanan publik.

Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan program, seharusnya
memberikan perhatian serius terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga ASN.
Hal ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan keluarga ASN, fleksibilitas

jam kerja, serta dukungan bagi ASN yang memiliki pasangan bekerja. Selain itu,

edukasi mengenai manaje ey ? . rga, pola asuh anak yang positif, dan

komunikasi efektif perlu m“ a ASN mampu membangun

resiliensi i ‘ arga ASN.tidak hanya bermanfaat
bagi indi ‘.// arganya, tetapi jugamernuy ‘ hgka panjang bagi

\ &2
tangguh, ASN 1= U ﬂ" i g@ U L ‘_ﬂl / ang, hati yang lebih
bahagia, dan dedika ng"l“l!-y Iéﬂ{—:ﬂkﬂ.@;{ﬁr!’@. stakan lingkaran positif di

i
|1

\ N
mana keluarga yang sehat mendukung A

N"yang produktif, yang pada gilirannya
berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting
bagi setiap pihak, mulai dari individu ASN, keluarga, hingga instansi pemerintah,
untuk bekerja sama dalam membangun dan memelihara ketahanan keluarga ASN

demi masa depan yang lebih baik.

Tingginya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi Jateng setiap

tahunnya menjadi sorotan serius dan menimbulkan kekhawatiran. Kondisi ini
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secara tidak langsung mengikis citra ASN sebagai panutan masyarakat, yang
seharusnya merefleksikan nilai-nilai integritas, stabilitas, dan keharmonisan dalam
kehidupan pribadi maupun profesional. Fenomena ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap figur ASN dan realitas yang
terjadi, sehingga penting untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor penyebab

tingginya perceraian agar citra positif ASN dapat kembali terwujud.

Hasil penelitian
perselisihan yang t ninan penyebab perceraian ASN

di Provins - salah yang /pa ering ditemukan di balik
perselisih / lah ana ONoNn akm keluarga dalam

%

\ : A =R | « kali menciptakan

ketegangan y -

- ¥
Konflik- .\ A edil | yangawalnya ! bisa diselesaikan,

h ..?.ﬂ‘ > 1l LT
berakumulasi menja ,- ' ?--&:} l@&L}LﬂJ.;qaﬂa!@, adanya tekanan finansial
|1

|1
\ - . — .
yang terus-menerus. Situasi ini menggerus keharmonisan dan komunikasi efektif

antar pasangan, menjadikan masalah ekonomi sebagai katalisator utama yang pada

akhirnya mendorong pasangan ASN memilih perpisahan.

Tingginya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi Jawa Tengah,
dengan faktor penyebab yang tidak jauh berbeda dari masalah keluarga di
masyarakat umum, yaitu perselisihan yang terus-menerus, telah mendorong BKD

Jawa Tengah untuk mengambil langkah konkret. Menyadari urgensi masalah ini,
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BKD Jawa Tengah telah meluncurkan program pembinaan keluarga yang baru
berjalan selama dua tahun. Inisiatif ini dirancang khusus untuk mengatasi akar
masalah perselisihan dan memperkuat fondasi ketahanan keluarga di kalangan

ASN.

Oleh karena itu, BKD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten mengadakan
program pembinaan setiap tahun sebagai upaya konkret untuk menjaga keutuhan
keluarga ASN. Inisiatif ini .m-

penurunan yang Sige a gk 2 ebelumnya. Ini menggarisbawahi

-

hasil positif, sebagaimana terbukti dari

onflik, meningkatkan
f

W
komunikasi, sert: U @‘@ ; ﬂ; g U L & adanya dukungan dan

1 4 } L] 1 L]
panduan yang tepa 1"&‘5“.#” IL g a.."’*ﬁl-ﬁjﬂﬁ#k‘* neningkatkan ketahanan

5

keluarga ASN secara signifikan, y'ar"iﬁé‘paa gilirannya akan menurunkan angka
perceraian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif bagi

para abdi negara.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa program pembinaan yang
diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah ini sangat selaras dengan asas
perkawinan yang mempersulit perceraian, sebagaimana termaktub dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Program ini secara fundamental bertujuan
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agar keluarga ASN tetap harmonis dan kekal, sejalan dengan semangat undang-
undang yang mengedepankan keutuhan rumah tangga sebagai pilar utama

masyarakat.

Selain itu, penulis juga menilai bahwa program BKD Provinsi Jawa Tengah
ini sangat relevan dan sejalan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal

kinah. mawad) UNISSULA /¥ .
saKinan, mawaddzc I anm wri E ;‘ i HKar h, / naa program terseou
o,

secara spesiﬁk dlll 1Cang. untul C.MEMPETrKual_Ketanand keluarga Aparatur Slpll

Negara (ASN), dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis.
Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu berkontribusi pada penurunan angka

perceraian di kalangan ASN.

Meskipun penulis mengakui bahwa program pembinaan BKD tersebut telah
sesuai dengan aturan yang berlaku, terdapat pandangan bahwa pelaksanaannya

melalui media Zoom dirasa kurang maksimal. Ada asumsi bahwa jika program ini
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dapat dilakukan secara tatap muka, hasil yang diperoleh bisa lebih baik. Hal ini
didasarkan pada potensi partisipasi yang lebih intensif dari para peserta, di mana
interaksi langsung, kesempatan untuk diskusi mendalam, dan pemahaman yang
lebih komprehensif dapat tercipta, sehingga efektivitas program dalam menjaga

keharmonisan keluarga ASN dapat meningkat secara signifikan.

Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dalam meningkatkan ketahanan

pembinaan yang suda a. Penam ; bisa berupa pendampingan
‘p! \ euangan keluarga,

atau sesi K¢ ] \ gan inovasi dan

psikologist

Keluarga harmonis adalah impian setiap pasangan yang mengikat janji suci
pernikahan. Lebih dari sekadar hidup bersama, keharmonisan ini terbangun dari
komitmen untuk saling mendukung, menghargai, dan berbagi dalam suka maupun
duka. Kebahagiaan sejati dalam pernikahan tidak hanya ditemukan dalam momen-
momen indah, tetapi justru dalam kemampuan untuk menghadapi berbagai

tantangan bersama-sama. Perjalanan yang penuh makna inilah yang pada akhirnya
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menciptakan ikatan yang sangat kokoh dan penuh kasih sayang, menjadikan

keluarga sebagai tempat yang paling aman dan nyaman.

Maka dari itu pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara
dua individu, melainkan fondasi utama untuk membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, wa rahmah. Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian, mawaddah
adalah cinta yang mendalam dan tulus, sedangkan rahmah merujuk pada kasih

sayang yang penuh kepedulian. Tujuan. mulia ini dicapai melalui komitmen

o

an karakter pasangan

2,
UNISSULA
'\ il 2000 teluinela

K lolaan yang baik dan
komitmen kuat daﬁ. kedua belah pihak untuk mencari sol / i, tumpukan masalah ini

bisa mengikis keharmonisan dan pada akhirnya, tak jarang berujung pada

perceraian.®!

Angka perceraian di Indonesia telah menunjukkan tren yang sangat

mengkhawatirkan dengan lonjakan kasus yang signifikan dalam beberapa tahun

% Anis Aljalis Rahmah, Sumadi Sumadi, en Rudi Rudi, “Praktek Nikah Paksa di Desa
Cibeureum Kabupaten Ciamis”, Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam 14, no 2 (2020): 113-30.

1 Mulyawan, “Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Dayamanusia (Bkpsdm)
Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil”. Him 1.
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terakhir. Fenomena ini tidak hanya melanda masyarakat umum, tetapi juga
merambah ke kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Data dari berbagai daerah
secara konsisten menunjukkan tingginya kasus perceraian di antara para ASN,
menandakan bahwa isu ini adalah masalah yang merata di seluruh lapisan

masyarakat, termasuk mereka yang memiliki stabilitas pekerjaan.

Sebagai panutan masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya

‘4?.’-.1' 2a L@_'_." ai kekeluargaan dan

kesetiaan bagi : as “E«! M l . S u L A
I'l:l fﬂ'—uﬂ!yl - IEJ e L;"

L]
\ o
Mengamati fcnomena terseba a---...r..-.m..v.w.-i SN Provinsi Jawa Tengah

sendiri mencatatkan angka perceraian yang tinggi, mengindikasikan bahwa masalah
ini bukanlah kasus sporadis melainkan tren yang perlu ditangani serius. Oleh karena
itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, sebagai lembaga

yang menaungi dan bertanggung jawab atas pembinaan ASN, memiliki wewenang

62 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
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dan peran krusial untuk mengambil langkah-langkah strategis. BKD Jateng
diharapkan dapat berinovasi guna meminimalisir tingginya kasus perceraian di
kalangan pegawainya, demi menjaga integritas dan profesionalisme ASN serta

keharmonisan keluarga mereka.

Dalam upaya meminimalisir angka perceraian di kalangan ASN, Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi program

pembinaan rutin yang diadakf , tahun. Program ini merupakan hasil
kolaborasi dengan para : 5 ara khusus memberikan materi
tentang ketah nan cbagai'bekal penting bagi. ASN dalam menjalani
kehidup ’ 642\ h an resilient

|- TU1

&

/Pendekatan ini

luas, [

\ ""J-a!,-u"
B\ UNIsSsuLA
membangun Scrta C | Kan Kell misan ru [a

\ leluinela

ma dalam keluarga ASN

yang seringkali berujung pada perceraian adalah perselisihan yang terjadi secara
terus-menerus. Salah satu pemicu dominan dari perselisihan ini adalah faktor
ekonomi. Meskipun ASN dikenal memiliki stabilitas finansial, masalah
pengelolaan keuangan, perbedaan prioritas pengeluaran, atau tekanan ekonomi
lainnya bisa menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, mengikis

keharmonisan, dan pada akhirnya, mendorong pasangan menuju perpisahan.
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Oleh karena itu, BKD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten mengadakan
program pembinaan setiap tahun sebagai upaya konkret untuk menjaga keutuhan
keluarga ASN. Inisiatif ini membuahkan hasil positif, sebagaimana terbukti dari
data yang menunjukkan bahwa angka perceraian ASN pada tahun 2024 mengalami
penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menggarisbawahi

efektivitas program pembinaan tersebut dalam memperkuat pondasi rumah tangga

ote *&. pil n dal a konflik, sehingga
. /

hubungan suamli"'.lI S “'-1! M & ':ﬁ ﬁ !»:' A. ih~ erta pada akhirnya dapat
\ Aetlball ol teluznela

mencegah percerail' ;
i

—

Penulis berpendapat bahwa program pembinaan yang diadakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan ketahanan
dan keharmonisan keluarga ASN. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor
kunci seperti adanya pemateri yang kompeten dalam agenda pembinaan yang
diadakan disetiap tahunnya, penerapan regulasi yang ketat, serta pembinaan

spiritual melalui ceramah keagamaan. Sehingga dari beberapa faktor ini efektif
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dalam memberikan bekal yang komprehensif kepada para ASN untuk menghadapi

berbagai tantangan dalam rumah tangga.

— [
Pt L— -j o,

UNISSULA
‘Fﬁﬁwjéﬂbl s L?.
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BAB YV

PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai
Program Pembinaan Keluarga BKD Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Ketahanan

Keluarga Aparatur Sipil Negara dapat disimpulkan bahwa:

n keluarga yang diselenggarakan oleh

1 Secara keseluruhan, program

L\ gan Aparatur Sipil

Unidang Nomor 1

B2
UNISSULA
"'!!fﬁ?"“l’ Linels

keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjadikannya investasi
penting bagi stabilitas birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik secara
keseluruhan.

2 Program pembinaan keluarga yang diinisiasi oleh BKD Jawa Tengah terbukti
sangat efektif dalam mengatasi tingginya angka perceraian di kalangan
Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai

langkah preventif, tetapi juga berhasil memberikan kemaslahatan nyata, yaitu
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mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam rumah tangga ASN.
Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor kunci, seperti kehadiran
pemateri yang kompeten, penerapan regulasi yang ketat, dan adanya
pembinaan spiritual. Meskipun pelaksanaannya melalui Zoom memiliki
keterbatasan, program ini telah mampu memperkuat ketahanan keluarga,
membantu pasangan mengatasi perselisihan yang sering dipicu oleh masalah

ckonomi, serta pada akhirnya berhasil menurunkan angka perceraian ASN

secara signifikan. Dengan imisiatif BKD Jawa Tengah ini telah

)
ang telah berjalan.

P
. UNISSULA
I'”'!!i’g?ﬂq’hﬂ s L?’/

dan kelemahan program,

angka perceraian dan

peningkatan kualitas kehidupan keluarga ASN.

Selain itu, mengingat potensi kemanfaatan yang telah ditunjukkan oleh
keberhasilan program pembinaan sebelumnya, BKD Jawa Tengah perlu
mengadakan program-program terbaru yang inovatif dan relevan dengan
dinamika keluarga ASN saat ini. Program-program baru ini dapat mencakup
berbagai aspek, mulai dari literasi keuangan keluarga, pengembangan

komunikasi efektif antaranggota keluarga, hingga strategi mengatasi konflik
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dan tekanan hidup. Dengan kombinasi evaluasi yang mendalam dan inisiatif
program yang berkelanjutan, diharapkan ketahanan keluarga ASN di Jawa
Tengah akan semakin meningkat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih

stabil dan produktif.

5.3. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,

-- itu, peneliti
?.7

d = p at memperkaya

truktif demi

jauh lagi, semoga

enelitian-penelitian
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